
Jalan Dr. Sutomo No. 26-A Kode Pos 22513 Surnatera Utara 

6. Undang-Undang .... 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembarim Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
i'. ! . 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tainbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

Mengingat 

a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi J asa U saha tel ah. ditetapkan pada tanggal 1 8 April 2012, dan 
telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 

Nomor 5 pada tanggal 04 Mei 2012; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Jasa Usaha Pasar Gosir dan I atau Pertokoan; 

1. Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonorn Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 

Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 

Meninmbang 

W ALIKOT A SIBOLGA, 

TENT ANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 

NOMOR 5 TAHUN 2012 
TENT ANG RETRIBUSJ JASA USAHA PASAR GROSIR DAN I ATAU PERTOKOAN 

DENG AN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

PERA TURAN WALIKOTA SIBOLGA 
NOMOR: ?10('J.1 / TAHUN 2012 



MEMUTUSKAN 
PERA TURAN DAERAH TENT ANG PETIJNJUK "PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 5 TAHUN 2012 
TFNTANfi RPTRTRTT(,!T T &<.!& TT(,! & t.r A DA(;'.! AD n.Dtf\C'TD n A l\T A -r" Tr 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pernerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah 
,·~ 

Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9); 
,. 

13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi 
I . 

dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota 

Sibolga Tahun 2008 Nomor 11 ); 

14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok 

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga 

Talmo 2009 Nomor 8); 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik .Indonesia Nomor 

5049); 

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun '.Wl I tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82j Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoir 

4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor ., 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

7. Undang-undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

1 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Peinbentukan Peraturan 

.. 

Menetapkan 

/ 
/ 

/ . 



! . 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Sibolga. 
2. Pernerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan 
Pr~nsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

/s.ebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
' . 

. J. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sibolga, dan Perangkat Daerah sebagai unsut 
penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Sibolga. 

4. · Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Kepala Daerah adalah Wa.likota Sibolga, yang selanjutnya disebut Walikota. 
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan retribusi 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yangdibentuk oleh DPRD Kota Sibolga 

dengan persetujuan bersama Walikota Sibolga. 
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Sibolga. 
9. Pasar Daerah adalah tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli barang maupun jasa-jasa 

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 
10. Pasar Grosir clan Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis baranag, termasuk tempat 

pelelangan ikan, temak, hasil bumi, fasilitas pasar/ pertokoan dan usaha lainnya. 
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai 

pernbayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan. 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha maupun Y¥1g tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

fi 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha 

',-· ; i 

milik daerah (BUMD) dengan pama dan dalam bentuk1apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainny~ tennasuk kontrak investasi kolektif dan . t ·' -, 
bentuk usaha tetap. ·. ; 

13. Jasa adalah kegiatan Pemerint$ Kota be~pa usaha d~ pelayanan yang menyebabkan barang, 
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

14. Jasa Urnum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
retribusi tertentu. 

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang rnerupakan batas waktu bagi Wajib 
Retribusi untuk memanfaatkanjasa dan perizinan tertentu dari Pemerintali Kota Sibolga. 

r 
I 
I 
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BABIIL .... 

I ! 

Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pelaksanaan teknisnya 

~iserahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian Peradagangan Koperasi dan ~ dan dalam 
~elaksanak~ tugasnya bertang~ungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. ,, 

BAB II 
PELAKSANAAN 

Pasal 3 

25. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas 

pelayanan Pasar Gros.r clan I atau Pertokoan, 

26. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan Pasar Grosir dan I atau Pertokoan. 

Pasal 2 

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa 

Usaha Pasar Grosii=dan I atau Pertokoan. 

• ··,,1 

17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkatSSRD, adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengancara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukanjumlah kelcbihan pembayaran retribusi karenajumlah 

kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda, 

21. Pemungutan adalah suatu rangk:aian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek 

retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada 

Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

22, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau 

bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan . . 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan ke,~ajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 

oleh Penyidik untuk rnencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti i,tu membuat terang 

tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

24. Objek Retribusi adalah setiap pemanfaatan/penggunaan fasilitas Jasa UsahaPasar Grosir dan I 

atau Pertokoan. 



MOCHAMAD SUGENG 

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR 

SEKRET ARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, 

2012 
Diundangkan di Sibolga 
pada tanggal 

M. SYARFIHUTAURUK 

GA, 

Ditetapkan di Sibolga 
pada tanggal ,~ !;lf'MMIPt.r 2012 

BAB III 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 4 
Peraturan Walikota ini mulai berlak.u pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan W alikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga. 


